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P U T U S A N

NOMOR : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : ---------------------------------------------- 1. N a m a : Gobang. -------------------------------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia. ------------------------------------------------------ Pekerjaan : Nelayan. -------------------------------------------------------- Bertempat tinggal di : Marunda Kepu RT.009, RW.07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; ------ Untuk selanjutnya disebut sebagai ........................................ Penggugat I ; 2. N a m a : Mohamad Tahir. --------------------------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia. ------------------------------------------------------ Pekerjaan : Nelayan. -------------------------------------------------------- Bertempat tinggal di : Jalan Kalibaru Timur VI, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ; ----------------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai ...................................... Penggugat II ;

I. OBJEK GUGATAN. ------------------------------------------------------------------------ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah : ------------------------------------------------------------------------ Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 (selanjutnya disebut Objek Gugatan) ; ----------------------------------------------------------------------------- Halaman 12 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ------------------------------------------ 2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah Objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, Yang mana syaratsyaratnya sebagai berikut : ------------------------------------------------------- a. KONKRET, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra yang terletak di Teluk Jakarta Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta ; --------------------------------------------------------- b. INDIVIDUAL, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan kepada PT Muara Wisesa Samudra. Namun Para Penggugat adalah pihak yang termasuk terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan Halaman 13 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT hukum perdata yang dituju oleh suatu KTUN, tetapi juga orangorang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan mengakibatkan Para Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan sumber penghidupan mata pencahariannya, terdampak oleh bencana banjir, dan terancam adanya penggusuran dari permukimannya selama ini ; -------------

DALAM POKOK PERKARA. ----------------------------------------------------------- OBYEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ------------------------------------------------------------ Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 ; -------------------------------------------------------------------- 1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” ; --------------- 2. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terbagi ke dalam dua frase utama yaitu : Pertama, “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara” atau hak menguasai negara. Kedua “Bumi, air, dan Halaman 22 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT kekayaan yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat ”. Dua frase tersebut telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 ; ------------------------------------------------ 3. Terhadap frase “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara”, penafsiran hak menguasai negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berarti bahwa : ------ I. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur ; ------------ II. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk membuat kebijakan ;- III. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengelola; serta ; --- IV. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengawasi ; ---------- Atas setiap pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional dalam frase kedua “sebesar-besar kemakmuran rakyat” ; --------------------------------- 4. Terhadap frase hak menguasai negara berhubungan langsung dengan frase kedua “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagai pembatasan hak menguasai negara ; --------------------------------------------- 5. Mengenai frase “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” terdapat empat tolok ukur untuk mengukur suatu kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan apakah telah ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yaitu berdasarkan : ------------------------------------------ I. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat ; ------------------------------ II. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat ; ----------- III. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta ; -------------------------------------------------------------- Halaman 23 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT IV. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam

KESIMPULAN. ------------------------------------------------------------------------------ 81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan juga melanggar Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Telah nyata Objek Gugatan terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi ; ---------------------------------------------------------------------------- 82. Bahwa dengan demikian nyata gugatan ini kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Objek Gugatan

PETITUM / PERMOHONAN. ------------------------------------------------------------ Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a-quo untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------- A. Dalam Penundaan. ---------------------------------------------------------------------------- 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; ------- Halaman 48 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ; ---------- B. Dalam Pokok Perkara : ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------ 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; ------------------------------ 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; ---------------- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -------------------------- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil masing-masing jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat danTergugat II Intervensi tersebut ;- Halaman 159 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------- 1. Penggugat VI (Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan (KIARA) tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Bukan Badan Hukum Perdata sebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 karena Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang hanya menyebutkan Akta Notaris H.Dana Sasmita, S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 yang diperbaruhi dengan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 4 Tanggal 27 Agustus 2013 sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; ------------------- 2. Para Penggugat Tidak Punya Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa : ----------------------------------------------------------------------------- - Bahwa dalil Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk mengajukan gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (abscuur) karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Gubenur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V tidak bisa menjelaskan dengan bukti yang cukup penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa dan akhirnya bagaimana akibat diterbitkannya objek sengketa a quo ; ---------- - Bahwa Penggugat VI yang bukan merupakan badan hukum perdata sebagaimana dalilnya dalam angka 11 – angka 15 gugatannya tidak dapat menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VI akibat terbitnya objek sengketa aquo demikian juga dengan Penggugat VII dalam gugatanya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VII sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan a quo dan oleh karenanya Penggugat VI dan Penggugat VII Halaman 160 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Gubenur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat VI dan Penggugat VII dinyatakan tidak diterima ; ----------------------------------------- 3. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena : ------------------------------ a. Bahwa keputusan Gubenur Nomor 2238 tahun 2014 in casu objek gugatan diterbitkan tanggal 23 Desember 2014 dan telah dimuat dalam website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (WWW.Jakarta.go.id) sejak bulan januari 2015 ; -------------------------------------------------------------------- b. Bahwa sejak diterbitkanya obyek sengketa a quo telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum ; ------------------------------------------------------------------ c. Bahwa PT. Muara Wisesa pada tanggal 7 januari 2015 telah mulai melakukan dan melaksanakan kegiatan reklamasi pulau G (Pluit City) ;- d. Bahwa obyek sengketa Keputusan Gubenur nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 telah di gugat oleh jakarta Monitoring Network pada tanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor perkara 61/G/2015/PTUN-JKT. ; -------------------------------------------------------------- e. Bahwa terhadap perkara nomor 61/G/2015/PTUN-JKT. Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah mengeluarkan penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2015 yang diliput dalam media nasional baik cetak maupun elektronik

PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Surat Keputusan obyek sengketa adalah tidak ditujukan kepada Para Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2014, sedangkan dalam dalilnya Para Penggugat baru mendapatkan Surat Keputusan obyek sengketa sekitar tanggal 18 Juni 2015, dan sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah dimuat dalam website Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (www.jakarta. go.id) sejak bulan Januari 2015, telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum, dipertegas lagi dalam siaran Pers yg dilakukan PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 7 Januarai 2015 dan juga pada tanggal 23 Maret 2015 Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan obyek sengketa Keputusan Gubenur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan Nomor Perkara 61/G/2015/PTUN-JKT yang kemudian Pengadilan Tata Usaha Jakarta mengeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diliput dalam media nasional dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya obyek sengketa a quo merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada ; -------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil terhadap fakta hukum adanya rentang waktu yang lama antara pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 15 September 2015 dengan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 23 Desember 2015, maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat I – Penggugat V menurut hukum dianggap menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa dan kapankah Penggugat VI Dan Penggugat VII menurut hukum dianggap menerima dan megetahui Surat Keputusan obyek sengketa, apakah benar pada sekitar bulan Juni 2016 sehingga gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan atau sebaliknya gugatan para Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; ------------------ Halaman 179 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan pada tanggal 23 maret 2015 Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan obyek sengketa Keputusan Gubenur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan Nomor perkara : 61/G/2015/PTUN-JKT yang kemudian Pengadilan Tata Usaha Jakarta mengeluarkan Penetapan Nomor : 61/G/2015/ PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 yang diliput dalam media nasional dan dianggap mengetahui adanya Keputusan Obyek sengketa Aquo ; ------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T-8 a) Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 walaupun yang dijadikan Obyek sengketa dalam perkara Nomor : 61/G/2015/ PTUN-JKT. dan perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 adalah sama apakah dapat diartikan bawa para penggugat sudah dianggap mengetahui obyek sengketa tersebut ; -------------------------------- Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan Nomor register : 61/G/2015/PTUN-JKT dan Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 apabila dicermati dalam perkara tersebut dimana kedudukan subyek hukum adalah Jakarta Monitoring Network (sebagai Penggugat) dengan Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa selanjunya apabila dicermati subyek hukum dalam perkara Nomor : 193/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 adalah Gobang, Muhamad Tahir, Nur Saepudin, Tri Sutrisno, Kuat, Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Peradilan Perikanan (KIARA) dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ; ------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dari perbedaan dan kesamaan kedudukan dalam subyek hukum tersebut dimana dalam gugatan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 adalah JMN sedangkan subyek hukum dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. tanggal 15 September 2015 adalah Halaman 180 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Gobang, Muhamad Tahir, Nur Saepudin, Tri Sutrisno, Kuat, Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Peradilan Perikanan (KIARA) dan WALHI atau disebut Subyek hukum Penggugat dan dari kedua No perkara tersebut sama-sama mendudukkan Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Subyek Hukum Tergugat ; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa selanjunya apakah dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor :61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 Para penggugat juga dianggat sudah mengetahui adanya obyek sengketa A quo ; ----------------- Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 mengatur mengenai pencabutan gugatan yang mana alasan pencabutan gugatan tersebut sudah dipertimbangkan dalam Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 antara Penggugat Jakarta Monitoring Network dan Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; ------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 mempunyai kekuatan mengikat daya berlakunya pada Para Penggugat dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 terkait dengan Obyek sengketa atau tidak ? ; --------------------- Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor : 193/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 15 September 2015 atas permohonan dari Jakarta Monitoring Network yang masih dalam tahap awal yaitu dalam Tahap Pemeriksaan Persiapan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; --------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Penetapan pencabutan suatu gugatan yang masih dalam tahap Pemeriksaan persiapan Majelis Hakim tersebut belum memeriksa mempertimbangkan dan menyelesaikan sengketa a quo jadi dengan kata lain Penetapan Pencabutan suatu gugatan tersebut hanya mempunyai kekuatan Halaman 181 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT mengikat pada subyek hukum yang melakukan pencabutan gugatan tersebut dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penetapan Pencabutan suatu gugatan Tata Usaha Negara tidak bisa berlaku azas “orga omnes” karena belum mengakhir suatu sengketa dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana yang telah dipertibangkan diatas dan Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli Dr.Ibnu Sina Chandranegara, S.H.,M.H. yang menyatakan bahwa suatu Penetapan berlaku azas Orga omnes yang mempunyai daya berlaku mengikatnya pada pihak-pihak yang terkait bukan hanya para pihak yang terlibat dalam Penetapan Pencabutan gugatan tersebut ; ---------------------- Menimbang, bahwa Pemberitaan Lewat media Masa sebagaimana bukti (T-5 a, T-5 b, T-5 c, T-6 a, T-6 b dan T-6 c) sebagai dasar penghitungan Tengang waktu pengajuan gugatan dan apakah juga dapat dianggap Para Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa ? ; ----------------------------- Menimbang, bahwa untuk menguji permasalah tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak antara lain : -------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 a Viva News terbit tanggal 22 April 2015 dalam wawancara tersebut memberitakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Jakarta (menurut Putra) menilai, rencana Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok untuk mereklamasi teluk Jakarta akan berdampak pada hilangnya ekosistem serta budaya nelayan setempat selanjutnya dalam pemberitaan media tersebut Walhi belum bisa memastikan kapan gugatan itu akan dilakukan “Kita belum bisa publish, karena ini masih kita kaji ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dari bukti (T-9 a) apabila dicermati dari pemberitaan viva News tersebut juga telah memuat dan mempublikasikan bahwa Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi proyek Pluit City Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk Pulau G (Pluit City) Halaman 182 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubenur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakrata Nomor : 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra entitas anak PT Agung Podomoro Land tbk ; ---------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 b dari www.Aktual.com dengan tanggal 29 Mei 2015 judul Walhi Bakal Gugat Pemprov DKI terkait reklamasi yang selanjutnya Walhi Jakarta, LBH Jakarta, PBHI, YLBHI dan Icel melakukan kunjungan langsung proyek reklamasi pulau G ; -------------------------- Menimbang, bahwa setelah melakukan kunjungan langsung wahli dan lembaga pemerhati lingkungan lainnya sepakat membantu warga khususnya yang terkena dampat seperti nelayan muara Angke Jakarta utara untuk melayangkan advokasi dan selanjutnya Mostaqim menyatakan pihaknya telah menggodok rumusah masalah terkait reklamasi untuk mengugat Keputusan Gubenur (Kepgub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Izin reklamasi pulau G untuk entintas PT. Agung Podomoro Land. Tbk. (APL) tersebut ; ------------------------------ ---------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( T-10 a ) CNN Indonesia terbit kamis tanggal 05 Nopember 2015 pada halam 1 menyatakan bahwa secara terpisah, Kuasa Hukum KNTI dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan Para Nelayan tidak bisa dipaksakan untuk mengetahui informasi tersebut. Mereka pun mengetahuinya atas bantuan LBH Jakarta melalui Komisi Informasi Publik (KIP) ; -------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa masih dalam pemberitaan CNN Indonesia tersebut Menurut Isnur gugatan yang diajukan juga tidak kadaluwarsa, karena mereka baru mendapat informasi itu pada bulan Maret-April tahun ini. Itu tidak kadaluwarsa karena baru tiga empat bulan yang lalu. “ujar Isnur selanjutnya Pertengahan September lalu KNTI mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Halaman 183 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Usaha Negara terkait pemberian Izin reklamasi pulau G, Selasa 15 September 2015, mereka menggugat Surat Keputusan Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra ; ------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 b Poskota News tanggal 5 Nopember 2015 pada halam 3 menyatakan bahwa “ Para Nelayan tidak bisa dipaksakan untuk mengetahui informasi tersebut. Mereka pun mengetahuinya atas bantuan LBH Jakarta melalui Komisi Informasi Publik (KIP) tahulah nelayan punya televesi aja tidak bagaimana mereka mengetahui info-info tersebut dari konferensi pers tanpa sosialisasi langsung “ ujar M.Isnur, SHI. Kuasa hukum KNTI dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ; ---------------- Menimbang, bahwa masih dalam pemberitaan Poskota tanggal 5 Nopember 2015 Menurut Momammad Isnur, S.H.I. gugatan yang diajukan juga tidak kadaluwarsa, karena mereka baru mendapat informasi itu pada bulan Maret-April lalu. Pertengahan September lalu KNTI mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pemberian Izin reklamasi pulau G, Selasa 15 September 2015. Mereka menggugat Surat Keputusan Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra ; ----------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 c Viva News terbit kamis tanggal 05 November 2015 menyatakan bahwa secara terpisah, Kuasa Hukum KNTI dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan Para Nelayan tidak bisa dipaksakan untuk mengetahui informasi tersebut. Mereka pun mengetahuinya atas bantuan LBH Jakarta melalui Komisi Informasi Publik (KIP) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Halaman 184 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Menimbang, bahwa masih dalam pemberitaan Viva News tersebut Menurut Isnur gugatan yang diajukan juga tidak kadaluwarsa, karena mereka baru mendapat informasi itu pada bulan Maret - April tahun ini. Itu tidak kadaluwarsa karena baru tiga empat bulan yang lalu. “ ujar Isnur ; ------------------ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terkait dengan bukti T-9 a dikaitkan dengan Akta Pendirian yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia No 5 Tanggal 24 Mei 2007, Akta Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Wahana Lingkungan hidup Inonesia No 4 Tanggal 17 Juni 2008, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHUAH.01.06-679 tanggal 11 September 2012, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta dan Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 04 tanggal 27 Agustus 2012, yang dibuat oleh Arman Lany, S.H. Notaris di Jakarta (vide Bukti P-47, P-48, P-50, P-51, P-52) menyebutkan salah satu nama penggurus dalam Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) adalah Abetnego Panca Putra Tarigan ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan objectum litis sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan ” Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” Juncto angka 2 menyebutkan ”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum”, Juncto angka 3 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, Juncto angka 4 Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu ; ----------- Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan umum Pasal 1 UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dapat ditentukan konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu, dimana Halaman 203 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Hukum Administrasi Lingkungan mempunyai peran yang sangat signifikan di dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, Hukum Administrasi Lingkungan merupakan landasan yuridis yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, yang juga berfungsi sebagai sarana yuridis yang sifatnya pencegahan (preventif) terhadap kerusakan lingkungan, Instrumen pencegahan ini adalah menjadi substansi dari hukum administrasi lingkungan didalam menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dibidang lingkungan hidup ; ------------------------------------------------- Menimbang, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, eksistensi pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil manakala ditunjang dengan hukum administrasi lingkungan, dengan demikian substansi hukum administrasi lingkungan merupakan sarana hukum terutama dan mendasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga pengelolaan lingungan hidup dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan (Literature Hukum Administrasi Kontemporer, Mukhlis, S.H.,M.H. dan Mustafa Luthfi, S.pd.,S.H.,M.H. 2010) ; ---------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat dipahami bahwa urgensi penerapan substansi dimensi hukum administrasi lingkungan seperti adanya keterpaduan antara sistem perizinan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan adanya prosedur administrasi yang berupa AMDAL. Dimana kedua prosedur administrasi ini mempunyai kaitan satu sama lainnya, serta urgen nya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti pelestarian lingkungan, Halaman 204 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup, hal ini adalah merupakan karakteristik dari persoalan mendasar dalam dinamika pengelolaan lingkungan hidup ;

KEPUTUSAN HAKIM

I. Dalam Penundaan. ---------------------------------------------------------------------------- 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ; ------------- 2. Memerintakan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; ------------------------------------------------------------------------ II. Dalam Eksepsi. ------------------------------------------------------------------------------ 1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat VI tidak berbadan Hukum dan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi Tentang Penggugat VI (KIARA) dan Penggugat VII (WALHI) gugatan telah lewat waktu ; ---------------------------- 2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterima selebihnya ; III. Dalam Pokok Perkara : ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya ; ---------------------------- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; ---------------------------------------- Halaman 226 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 ; ------------------------------ 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ; -----------------------------------------------------------
